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Abstraksi:

Hukum

- Tidak pernab ada jaminan demokrasi itu berlaku sckali untuk selamanya. Suatu ..':-

negara yang berada dalam situasi demokrasi saaft ini, belum feniu akan menjadi
' demokratis untuk seterusnya. Transisi dari otoritarianisme tidak selaly berujung
: pada'demokmﬁ. Sebagai suatu proses, demokratisasi mengalami suatu dinamika - .
yang tidak mudak dipastikan berakhir sukses. Rezim otoriter ferdabuly biasanya
mewariskan banyak sekali persoalan kepada rezim pasca-oforitarian. Dari konfli% -
antar-kelompok hingga kebangkrutan anggaran negara, dari masalah kemiskinan

dan penganggumn bzngga peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan. Sehingga transisi dari

otoritarianisme sepaturnya dipabami antara lain sebagai transisi menwju tatanan berlandaskan Bukum.

'Kafa _Kunci : Demokratisasi, Hukum, Peraturan Peryndang-undengan, Penegak Hukum

Pendahuluan

Pada 12 April 2010 silam, di_ hadapan
Majehs Gerakan Dunia untuk Demokrasi
yang  menyelenggarakan  pertemuan.  dua
tahunannya di Jakarta, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono  menyampaikan  optimismenya
tentang demokrasi Indonesia. Beliau antara

_Jain menyatakan babwa demokrasi di Indonesia

pemangku sistem politik yang ada,” demikian
Presiden Yudhoyono memandang positif situasi
kontemporer Indonesia.’

Optimisme Presiden Yudhoyono masuk
akal menimbang setidaknya sejak runtuhnya
kekuasaan otoriter Soeharto, sejauh ini Indonesia
berhasil melewati ancaman-ancaman besar

demokrasi, Optimisme semacam itu juga dapat

kini tidak mungkin berubah arah dan telah
menjadi bagian kescharian kehidupan warga.
“Rakyat Indonesia bukan hanya menikmat
kebebasan, melainkan pula menerima secara
sungguh hati bahwa demokrasi merupakan hak
mereka dan mereka semakin berdaulat sebagai

«

Arif Susanto, Aktif di Pusat Studi Perrahanan dan Perdamaian Universitas
Al-Azhar Indenesia. Penelitl pada Indenesian Institase for Develspment and
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bermakna positif, menimbang bahwa secara
umum lemahnya komitmen terhadap nilai-
nilai demokrasi di kalangan pemimpin politik
kerap menjadi penghalang keberlangsungan
demokrasi. Namun begitu, patut diingat bahwa
tidak pernah ada jaminan demokrasi itu berlaku

1 Yudhoyonn, The Democratic Instinct in the 21s:Century, dalamfournal of
Demeeracy Vol 21 No 3 Juli 2010, Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, h 6.
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s :-_._sekalt untuk selamanya Suatu negara yang :
- berada dalam situasi: demoLram saat ini, belum
f"-:tentu akan menJ adz demokmtls untuk seterusnya -

perubahan tersebut bany pem;mpm otorite

oiapa pun' sebalknya t;dak____kehru__berpﬂnr
wa sckali Indonesm-f menjadi -
serta ~merta- kondm 1tu akan

negara

: _demokram

: :'1950311 Setelah bemda d1

. _;_'otontanamsme daiam Jangka panjang,-
. 1998 Indoncsm kembali- memkman kebebasan

o _-_Kemundumn demokrasi-yang pemah kita alami

hendaknya - mengmgatkan kita untuk tidak

melakukan kekeliruan “serupa. Upaya merawat

| "demokram, kemuchan, menjadz mntutan bagl

solid, salah satu langkah yang dibutuhkan adalah

' '_"memjudkan tatanan berlandaskan hukum yang
'_ berkeadllan ' O
Tuhsan ini berdngk_ﬁ_t_ dan peitanyaa_n
bagaimana situasi demokrasi Indonesia saat ini?
Lebih lanjut, jika kemungkinan kemunduran
demokrasi adalah halyang perlu kita khawatirkan,
lantas  apa - yang sepatutnya dilakukan?
Untuk membahasnya, pada bagian awal akan
dijelaskan tentang makna:demokrasi, kemudian
ditunjukkan tentang  demokratisasi sebagai
transisi menuju tatanan berlandaskan hukum.
Berikutnya dibahas ironi -dalam  demokrasi
Indonesia ~ kontemporer yang  dipandang
membutuhkan strategi kontra ‘melalui upaya
mewujudkan tatanan berlandaskan hukum.

i hmgga -para. peﬁnmpm. ohtlk.

.bav}ah 'kungkungan.'. | _
baru pada.

L .ada saat __-’oersamaan, :kadang 'muncul
kesaiahpahaman seolah-olah bahwa begitu suatu_?:'

negara. lepas dari cengkeraman otor;tanamsme,j_ :
‘serta merta negara tersebut berubah demokratis.

Kenyataannya tidaklah demzklan Transisi dari
otoritarianisme tadak ‘selalu.‘berujung pada 5
demokrasi; Sebagai suatu. proses demokratisasi -

"mengalarm suatu -dinamika .yang tidak mudah”w””

dlpastlkan berakhir “sukses. Sebagmn negara. -
bergerak  maju, sebagian Iamnya mengalami
kemunduran, ‘sebagiannya lagi: terjebak dala_x_"_r}_' _
tarik-menarik berkepanjangan ‘antara kekuatan "
anti Secara umum,
negara- negara pasca otoritarian berhadapan
dengan tantangan yang tidak ringan untuk
memastikan tatanan demok:a31 yang solid secara

berkelanjutan

dan pro demokras1

Sebelum memba_has lebih jauh tantangan
demokrasi, ada baiknya untuk terlebih “dulu
menegaskan pemahaman tentang
demokrasi. Sebagian kalangan secara terbatas
memandang bahwa esensi demokrasi adalah
suatu Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas
dan berkeadilan.? Pandangan serupa itu bermula

suatu

aniara fﬂm dara knmenm Tmenh B thumnerer.... N

D.;emekmsi: Bukan Sekadar Pemilu

- Demokrasi dapat disebut sebagai salah satu
istilah politik paling popular dalam peralihan
abad terakhir. Hal ini antara lain dipengaruhi
oleh demikian derasnya arus perubahan sosial
dari tatanan yang menindas menuju tatanan
yang lebih bebas di berbagai belahan dunia,
termasuk Indonesiz. Demi beradaptasi dengan

yang memfslrkan _ metode -demokrasi’ sebagal
' kelembagaan  bagi.
keputusan yang di dalamnya individu memiliki
kekuasaan  untuk  memutuskan  melalui
pertarungan kompetitif demi mendapatkan
dukungan rakyat.”Konsepsi minimalis tentang

“tatanan pengambﬂan

2. Pandangan minimelis tentang demokrasi semacam ini dikemukakan,
misalnya, olehHuntington {1993:9)serealipset dan Lakin {2004:19),

3 Schumpeter, 1987 (Sixth edicion), Capitalism, Sociafism and Dentocracy,
Boston and Sydney: Unwis Paperbacks, h. 269.
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elektoral semacam

3'__'_teoi1._s_:_ dalam menekankan pentmgnya tmgkat
i ":fkebebasaa

Latau kondlskkondm Sminimum

kurang

Permusyawaratan Ketiga, Perwujudan secam"jf’--_." :
luas kemajemukan politik dan kewargaan serta
kebebasan kelompok ‘dan - individu, schingga
berbaga1 kepentingan dan nilai yang berlainan

lubang 1.
- konsepsi minimalis tersebut. colah-olah bahwa '

'_'-'_"tertent“u selam Pemzlu, yang dabutuhkan bag1

Bukan beram bahwa tafsnan scmacam itu

_:ekurangan _f-yang :

..""épenyelenggaraan Pemﬁu sudah memadal bagl

_":'-mtanan demokra51 padahal Permlu dapat saja
o _.dlselenggarakan dengan mengeksldusz kalangan
. tertentu,
'.:terdapat kebebasan media, atau mungktn juga
. :proses pengambilan - keputusan . dikendalikan

-atau pada ~saat bersamaan tidak

sepihak oleh suatu kelompok. _Bu_kankah_ rezim

- Soeharto pernah menyebut Pemilu sebagai pesta
_ ':d_pm_o_krasi,_ "m_eskipu_n Pemilu . diselenggarakan
~ penuh kecurangan ‘di tengah ketidakbebasan?

_P;ad_a__. hakikatnya, membutuhkan
lebih daripada sekadar penyelenggaraan Pemilu.

-demokrasi

-~ Demi kekeliruan
elektoralisme di i_im_s, ki"_ca_ mefr;b_utuhkan suatu
kq_ﬁsepsi yang lebih utuh tentang demokrasi.
Salah satu alternatifnya | dikemukakan  oleh
Larry Diamond.* Melampavi tatanan demokrasi
elektoral yang sekadar berfokus pada Pemilu,

Diamond “menambahkan beberapa prasyarat

menghindari

dasar bagi demokrasi:

~ Pertama, tiadanya domain kekuasaan yang
disediakan bagi militer atau pelaku-pelaku lain
tanpa pertanggungjawaban kepada para permnilih,
s_ff:tafa langsung atau tidak langsung. Kedua, selain

» sekali, melamkan”bahwa : erdapat _

_dapat-dikemukakan dan bersamg melalui proses :
artlkulasz dan represemam, d1 luar Pexmiu berkaia "

Klta dftpat mehhat bahwa demokrasz i
_'_bukan sekadar Pemllu Pernermtah hasﬂ Pemllu,'f'
'-rmsa}nya harus’ sensmf dan 1espon51f teihadap'
tuntutan dan duLungan pubhk Demikian pula, g
sebagal hasil pilihan publik, pemerintah yzmg.
sama harus - dapat mempertanggungjawabkan :
penyelenggaraan kekuasaan kepada publik. -

Untuk itu, kekuasaan harus diselenggarakan
dengan - tingkat keterbukaan tertentu - yang
membuat publik dapat mengontrol pengelolaan

negara. Bagaimana hal tersebut mungkin untuk

diwujudkan? Di. sini kemudian dibutuhkan
jaminan kebebasan dasar bagi warganegara agar
mereka dapat terlibat  dalam suatu partisipasi
sosial. Begitulah elemen-elemen demokrasi
berkelindan satu sama lain.

bukan
mudah untuk memastikan kokohnya bangunan

demikian, perkara

Meskipun

demokrasi. Persoalan utama suatu negara
demokrasi baru  seperti Indonesia adalah
bagaimana mengkonsolidasikan  demokrasi.

Hal ini menyangkut bagaimana menjadikan
demokrasi  sebagai” bagian dari kehidupan
masyarakat. Negara-negara
demokrasi baru biasanya berhadapan dengan

keseharian

berbagai tantangan; mulai dari keinginan

kekuatan otoriter lama untuk kembali berkuasa

. hlnggamkendaksabaran WArga .dmgzn PIOSES .

pertanggungjawaban  vertikal para pemimpin
kepada yang dipimpin (terutama melalui
Pemilu), juga harus ada pertanggungjawaban
horizontal para pemegang jabatan satu sama
lain; hal ini akan membatasi kekuasaan eksekutif
membantu  untuk

sehingga melindungi

konstitusionalisme, aturan hukum, dan proses

4. [Mamond, 1999, Develaping Democracy: Toward Gonsolidation, Bultimore &
Lendon: The Jobns Hophins University Press, h. 10-11.
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demokrasi yang kompleks, mulai dari konflik
di antara kekuatan politik yang ada hingga
stabilitas
atau penegakan hukum terhadap pelembagaan
politik.

keterbatasan  dukungan ekonomi

Seperti apa demokrasi yang terkonsolidasi
upaya-upaya untuk
mewujudkannya merupakan pokok bahasan

dan  bagaimana

berikutnya.
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- - demokrasi yang berkelanjutan Remm 'otorlte*‘_
" .-::_terdahulu bLasanya mewanskan banyak sekali

e '--_':Menu‘;uTatanan Beﬂandaskan Hukum

'.'otomarlamsme tldak serm merta. melahxrkan

_.kuatnya' tekanan oPresif kekuasaan, melainkan
_-karena tatanan dgalankan berlandaskan hukum L
~berkeadilan. ‘Kepatuhaan. sejati rakyat hanya i

e "'."'-'persoalan kepada rezim pasca-otoritarian. Dari
"'-'_"s'-j_konﬂik antar kelompok hmgga kebanckmtan

"_."jko_z_npleksﬂas .per_soa_lan yang membelit, rezim
-'--.Pé.sga-_ o'torifariét_il mesti meﬁetapkan tujuan &ai_i
“strategi tertentu - demi - dapat -bertahan untuk

langkah-langkah

‘kemudian - -memantapkan

- konsolidasi demokrasi.

_ Dalam kerangka upaya meniti demokratlsasz

tersebut saya pikir menarik untuk menimbang
gagasan Francis Fukuyama tentang hal Jini.
Fukuyama menegaskan bahwa “transisi dari
otoritarianisme sepatutnya dipahami antara lain
sebagal transisi menuju tatanan berlandaskan
hukum.”™ Sebab, demokrasi ‘sendiri merupzkan
suatu perpaduan di antara dua perangkat
yaitu: = pemerintahan | yang
bertanggungjawab kepada rakyat dan tatanan
berlandaskan hukum

kelembagaan,

Gagasan tentang demokrasi sebagai tatanan
berlandaskan hukum ini memberi pesan yang
kuat pula tentang konstitusionalisme. Di sini
kekuasaan dibatasi oleh peraturan perundang-
undangan agar penyelenggaraan negara tidak
tersuruk menjadi totalisasi kekuasaan. Kemudian
konstitusionalisme, sebagai suatu perangkat nilai

nggaran negara, dari- masalah Lemiskman dan__"'-_warganegara mendorong perwujudan suatu

_-'pengangguran "hmgga ‘peraturan perundang—'."_--_'szstem politik yang -lebih: respon51f te:rhadaP :

e undangan yang “tidak berkeaddan Di: tengah.

muncul dari suatu pemenntahan yang memiliki

.-1eg1t1ma51
: 'Kontroi atas kekuasaan negara Yang:
'_dzpadukan dengan | Jamman kebebasanf

berbagai kehendak warcranecrara Lebzh lanjut
demi menger_zall dan_ m_engorgamsaﬂ ‘kehendak -
warganegara dalam program-program kebijakan
negara demokrasi, Robert Dahl mengidentifikasi . -
delapan hal pokok yang -harus memperoleh.
perhndungan kelembagaan solid.® :

_Pertama, harus ada jaminan kebebasan
untuk ~membentuk dan bergabung dengan
organisasi-organisasi yang berada di Juar kendali
negara. Kedua, harus ada kebebasan berekspresi
dapat  menyampaikan
mereka

sehingga  warga
kecenderungan-kecenderungan
secara publik. Ketiga, jaminan untuk memilih
dalam Pemilu tanpa ancaman atau hambatan.
Keempat, diselenggarakan
secara bebas dan berkeadilan. Kelima, para

pemimpin politik dijamin hak mereka untuk

Pemilu  harus

bersaing memperebutkan dukungan warga.
Keenam, harus ada sumber informasi alternatif
sehingga warga bisa mendapatkan pandangan-
pandangan yang berlainan. Ketujuh, harus ada
jaminan - kelembagaan bahwa jabatan-jabatan
publik terbuka untuk umum dan diikuti seleksi
berkeadilan. Dan kedelapan, proses pembuatan
kebijakan pemerintah sepatutnya memperoleh

“yung pokok-datam - derokeast; juga dibutatikan
untuk melindungi  kebebasan warganegara.
Denganduabatasandasartersebut,dimungkinkan
adanya kontrol atas kekuasaan negara; dan hal
ini akan mendorong perwujudan pemerintahan

yang bertanggungjawab. Sebaliknya, ketundukan
warganegara selanjutnya terlahir bukan oleh

5. Fubuyama,Transitions fo the Rule of Lavw, Jowrnal of Deznooracy Vol 21 Mo 1
Januari 2010, Baltimore: The Johns Hopkins Universicy Press, h.33,

dukungan dari para wakil rakyat.

Setelah mengidentifikasi hal-hal pokok
tersebut, salah satu persoalan yang kemudian
menyergap adalah bagaimana memperbesar
peluang perwujudan perlindungan kelembagaan
yang solid semacam itu. Bagi Lucian W. Pye,

6. Schagaimana dikutip Pye, Diermocracy and Its Encemies, dalam Hollifield
dan J]] son {eds), 2000, Pathways to Democragy: The Political Economy of
Disgeratic Transitions, New York and London: Routledge, h. 23,
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: _.;.kuncmya ada pada tatanan bc1 landaskan hukum.

o 3:.D__c_m_ok1 as__1-‘n<il_a_1_~~ mungkin beroperasitanpa suatu

L ._'.:3-Zs_i_s't'ém berlandaskan aturan hukum karena harus
~ada dukungan legal yang kuat terhadap berbagai

konfhk poht;k_. akan d1.selesa1§§an berdasarkan
nOrma-norma yang ada dan bahwa pelanggaran :

terhadap norma~norma telsebut akan wndemng e
tidak efektif dan merugikan.

“bentuk j jaminan esensial di atas. Demikian pula,
_"Pye melanjutkan, harus ada penegakan secara
| 'j: efektif perundancr—undangan yang telah disahkan
ol 'h dewan perwaiqian rakyat. Kc—:henda.k 1akyat

.”-pé.nyeiénggaraan ‘negara. Jﬂ{a perundang-

'3 undangan yang berlai«:u tidak dnndahkan

Kira telah mengem bahwa tidak mungkin
ada pengejaw&nmhm demokrasi tanpa tatanan
‘berlandaskan hukum. Kita juga telah mengerti
bahwa menjaga  keberlangsungan demokrasi
yang solid menj adi tantangan berkelanjutan bagi
negara-negara demokrasi baru. Lantas, seperti
apakah perwujudan demokrasi yang solid itu?
Juan J. Linz dan ‘Alfred Stepan menjelaskan
bahwa situasi pohuk berada dalam demokrasi
yang terkonsolidasi ketika demokrasi telah
menjadi #he only game in town™:

Secara behavioral, =demokrasi . menjadi
‘the only game in town ketika tidak terdapat
kelompok-kelompok politik utama yang secara
serius berupaya untuk menjungkalkan: rezim
demokratis atau memisahkan diri dari negara.

Manakala tindakan

pemerintahan  yang  baru sejalan

situasi  ini  mewujud,

terpilih
transisi demokrasi tidak lagi didominasi oleh
masalah bagaimana menghindari keruntuhan
demokrasi. Secara atitudinal, demokrasi menjadi

‘thr:: only game in town’ ketika, bahkan dalam

ungkm sunrrguh sungguh memmdu :

Pendeknya, dengan konsolidasi, demokrasi
menjadi bagian keseharian dan menancap dalam -
kehidupan sosial, kelembagaan, dan bahkan__'

psikologis, serta dalam perhitungan-perhitungan
strategis untuk mewujudkan berbagai tujuan. Di- -+

Indonesia, Presiden Yudhoyono menyatakan *-
menjadi
keseharian Artinya,
keyakinan bahwa demokrasi Indonesia telah

bahwa demokrasi telah

masyarakat. terdapat
terkonsolidasi sebagai ‘#he only game in town’.
Bahasan berikutnya akan menguji pernyataan
tersebut, dengan berpijak dari suatu kenyataan
dasar bahwa sejauh ini demokrasi Indonesia
relatif stabil.

Ironi Demokrasi Indonesia

Tidak pernah‘ada yang mampu memastikan
bahwa  demokrast meluas di
berbagai belahan dunia tidak akan mengalami

Merujuk  pada

yang kini
kemunduran. perjalanan
sejarah sebagaimana digambarkan Samuel P.
Huntington, gelombang pertama demokratisasi
pada awal abad kesembilanbelas diikuti oleh
gelombang balilkk pada 1920an. Gelombang
kedua demokratisasi pascaPerang Dunia II
punt beringsut pada 1960an.” Ke arah mana
demokrasi global kontemporer bergerak, terus
berlanjut atau berbalik arah, masih merupakan
suatu pertanyaan yang relevan bahkan setelah

. tgapuluh . delapan. rahun gelombang . ketiga

bagiaﬂ o

sebaglan besar orang percaya bahwa perubahan
politik lebih lanjut mesti muncul dari dalam

parameter  rumusan-rumusan  demokrasi.
Secara  konstitusional, demokrasi menjadi

‘the only game in town’ ketika seluruh pelaku
politik menjadi terbiasa oleh kenyataan bahwa

7. Pye, ibid, h. 24,

8. Linz danStepan, 1996, Probfens of Diemecratic Transition and Consolidation:
Southern ‘Europe, South America, and Post-Communist Eur rape,
Balsimore and London: The Johns Hopking University Press, b, 5.
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demolkratisasi.

Menjawab pertanyaan “apakah Gelombang
Ketiga telal berakhir?”
Diamond mengemukakan bahwa momentum

Demokratisasi

luarbiasa perluasan demokrasi dalam  lebih
daripada dua dekade sejak 1970an sulit untuk

9. Huntington, 1995, Gelombang Demokratisast Ketiga (rorf, Pustaka Unama
Grafiri), Jakarta: Pustaka Urama Grafiti,
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: ::_ 3’Derulang :
*baru demokrasi tersebut. tampaknya masih bisa
':“'d1h1ndar1 1°Sementara amatan GerardAlexander

-tersebut
'._suatu kontradzks; dalarn bangunan demokras

- namun kebangkmtan gelombang'_'..

| '_'-Indonesm
'--:-;'Lerhadap hma negara besar demokras1 Eropa L

teﬁtu saja, menun_;ukkan adanya :

-j:_:'Barat antara lam menghasﬂkan mmpulan bahwa R

- menerusatas kebebasan di seluruh dunia,’ ’_dan ini

i "_-:_mempakan penode kemerosotan berkeian)utan _

| *terlama s sepanjang hamplr empat dekade mereka
_ menyeienggarakan kajxan serupa '

Seluruh hasﬂ ka_]lan di atas memben pesan

. yang jelas. bahwa pembalikan sistem demokrasi,

. .atau mmlmal kcmerosotan nilai ‘demokrasi,

“ merupakan ‘sesuatu yang ‘mungkin terjadi atas

‘negara-negara pascaotoritarian. Indonesia tentu

- ‘bukan merupakan kekecualian: Komitmen untuk

-menjad1kan ‘demokrasi sebagzu ‘the only game

in fown™ adalah tantangan berkelanjutan yang

dihadapi Indonesia untuk memastikan bahwa
titik balik itu tidak terjadi di sini.

Baga;mana gambaran demokrasi Indonesia
kontemporer? ‘Demokra31 Indonesia belum
keluar dari zona bahaya,” demikian antara
lain simpulan Edward Aspinall ‘mencermati
dinamika demokrasi Indonesia kontempores.™
Simpulan ini berlawanan dengan optimisme
sebagian kalangan vang meyakini bahwa
demokrasi Indonesia telah sampai pada poins

_of-n0 refrn. Dalam. tulisan tersebut, Aspinall |

i mta pa.ham bahwa demokratlsasz Indonesza' =

-Soeharto, secara

antara kekuata

;sebelum Ya. telah o jad.l. 'peﬁgihsan tems_._.'_'oleh faktor runggal Penentangan ekstem_

di sisi Iam, pergeseran orientasi sebag1an elice

.dalam rezim juga. mempercepat proses tersebuts

Konsekuensinya, = tatanan - pasca-Orde - Baru - -

memberi tempat bukan hanya bagi kalangan g

yang kontra terhadap tatanan lama, melainkan
pula ‘bagi sebagian elite terdahulu yang k1n1 E

melakukan penyesuaian relatif tertentu.

Akomodas1 semacam itu membuat proses

transisi ‘dari otoritarianisme di Indonesm
beriangsung relatif lancar,
fase -awalnya. Eskalasi kekerasan yang kerap
mengiringi proses  transisi, misalnya, tidak
berkembang menjadi pertumpahan darah
berkelanjutan. Demikian pula, perkubuan
politik mampu dimoderasi sedemikian rupa oleh
pemilu-sehingga Indonesia tidak menjadi suatu
negeri yang ‘terbelah. Pendeknya, akomodasi
sebagian besar kekuatan politik utama, termasuk
yang -pernah menikmati keistimewaan rezim
otoritarian, ke dalam sistem baru secara ironis
menghasilkan stabilisasi relatif bagi politik

Indonesia.

terutama pada B

Namun demikian, sekaligus hal itu

terutama berfokus pada apa yang disebutnya
‘ironi  keberhasilan.” Aspinall menyatakan
bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia dan
kualitasnya yang memprihatinkan adalah dua
sisi dari mata uang yang sama. Pernyataan

10, Diamond, 1999, Developing Democracy: Toward Consolidation, Baltiniore &8
Londen: The Jobns Fophing University Press, h. 60-63.

1. Alexander, 2002, The Sowrces of Demovratic Consolidation, Ithuca and
London: Cornell University Press, h, 252,

12, Aspinall, The freny of Success, dalam Journal of Demecracy Vol 21 No 2
Apeil 2018, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, h. 34.

hembebani gerak maju demokrasi Lndonesza R

Secara tegas Aspinall menulis bahwa akibat
pendekatan akomodasional tersebut elite lama
memiliki kekuatan untuk menggerus kualitas
demokrasi Indonesia dari dalam. Lebih dari
itu, kecenderungan pada patronase dan korupsi
menjadi bagian dari apa yang mereka lanjutkan
dalam sistemn baru tersebut. Jika hendak
ditambahkan, perilaku korup saat ini tdak
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umum,




Demolerasi Indcnes:a Tantangan bagi Tatanarx Bcrl:md 1sk"m Hulxum e

e_;ara_-:zéks_l_dusif.dgalankan:oieh clite lama yang
" telah mapan; bahkan elite baru pun bisa sama
' korupnya --_Pzida.-é.aat_ yang sama pertukaran

'fké?'éntingan di antara elite sendiri melemahkan

sama dapat melanggengkan Leraﬂuan Leraguan

terhadap . komitmen para pemimpin untuk
mewujudkan. demokrasi yang solid sekaligus

tatanan . berlandashan

- ibent‘uk bentuk peianggaran

7 "_.kehendak pohuk untuk menuntaskan hamb atan-
h mbatan bem Lonsohdas; demokrasx Tidak
ngherankan _]11\,51 orang d&pat membaca

_fter_]admya gejala 1mpumtas atas beberapa
o "':__'fpelaqwaran ‘hak asasi. manusia, korupsa, ‘atau

huLum : bfa_r_at

o lamnya

Dengan memhk ge}zla gejala tersebut
bahwa pertukaran
kepentingan ‘sesungguhnya bukan merupakan

Aspmaﬂ ~berpandangan

suatu efek samping transisi demokrasi Indonesia,
melainkan iamerupakan hal pokok bagi dinamﬂm

penting keberhasilan demokrasi Indonesaa.

?enutup Penegakan Hukum sebagai Jalan
KonsohdaSI

o Jika benar sinyalemen Aspinall bahwa
. pertukaran kepentingan menjadi hal pokok vang
menggerakkan dinamika demokrasi Indonesia

kontemporer, saya miris membayangkan
bahwa stabilitas sosio-politik kita hanya akan
menghasilkan  stagnasi demokrasi. Arrinya,

memang benar bahwa negara Dberada dalam
situasi yang stabil, tetapi pada saat bersamaan
demokrasi kita cenderung ‘berjalan di tempat.’
Yang harus diperhatikan adalah bahwa stabilitas
sosio-politik itu tidak sama dengan demokrasi
yang terkonsolidasi. Stabilitas semacam itu dapat

melenoahlkan. sehaoian kalanean. vane. meraga .
o ¥ fus g o

semacam  ita  mesti dlwu}udnyatakan dalam- :

tindakan-tindakan, bukan sekadar - menjadi.

pemanis bibir dalam retorika yang memuaskan =

dahaga pubhk untuk sesaat.

Saya percaya bahwa dermidkrasi yang
solid membutuhkan kesungguhan penegalxan__-j':-..

hukum, di antaranya adalah polisi yang di -
Indonesia sesuai dengan konstitusi lembaganya
adaleh Polri. Dalam hal ini kita tidak semata
membutuhkan peraturan perun&éﬁg—undangan
vang berkeadilan. Sama pentingnya, kita
juga memerlukan warganegara dan aparat
penegak hukum yang berkomitmen pada
perwujudan tatanan  berlandaskan  hukum.
Pada dasaraya, secara makro penegakan hukum
adalah tanggungjawab seluruh warganegara.
Dibutuhkan

untuk memastikan perwujudan negara hukum.

partisipasi  seluruh  kalangan
Sementara 'dalam  sekup yang lebih mikro,
tangoungjawab tersebut ada di pundak aparat
penegak hukum. Sinergi antara langkah-langkah
strategis aparat penegak hukum dan partisipasi
aktif ‘masyarakat merupakan salah satu kunci
keberhasilan perwujudan implementasi norma-
norma hukum.

Sesungguhnya, penegakan hukum tidak
mungkin-—dilepaskan keterkaitannya dengan
terpeliharanya keamanan dan ketertiban sosial.
Denganlogika tersebut, berarti bahwamasyarakat
dan...tertib...adalah. .masyarakat .

vang aman....

bahwa keadaan saat ini baik-baik saja sehingga
tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan
deﬁiokrasi kita, sementara potensi ancaman itu
nyata.

Masih  belum funtasnya  penyelesaian
hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi atau
pelanggaran hak asasi manusia jelas berpotensi

menggerogoti kualitas demokrasi kita. Hal yang
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vang berlandaskan hukum berkeadilan. Inilah
stabilitas yang sesungguhnya, inilah soliditas
demokrasi yang nyata.
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